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RINGKASAN EKSEKUTIF 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah 

dan retribusi daerah ini sangat mendukung peran dan rasionalitas pengawasan pemerintah pusat 
dalam evalusi raperda dan perda PDRB serta sinergitas data dan informasi PDRD. Kajian proyeksi 
potensi pajak daerah dan proyeksi target penerimaan pajak daerah (PKB-BBNKB-PBBKB-PAP) 
Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2028 ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi 
kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; menganalisis aspek pengembangan organisasi dalam tataran: (i) aspek 
sumber daya strategik pajak dan retribusi daerah, (2) aspek struktur organisasi serta administratif 
pajak dan retribusi daerah, (3) aspek komunikasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, 
dan (4) aspek disposisi atau sikap para pelaksana dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah; 
serta menganalisis realisasi dan potensi prakiraan penerimaan PAD dari pajak daerah dan retribusi 
daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 dalam PKB, 
BBNKB I- BBNKB II, PBBKB dan PAP. 

Tipe kajian merupakan kajian deskriptif dengan data kualitatif terkait aspek implementasi 
kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah 
dan retribusi daerah dan aspek Pajak Daerah, serta analisis kuantitatif dalam realisasi dan prakiraan 
potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I, 
BBNKB II), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implikasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 
Tahun 2023 menuntut adanya pengenaan opsen sehingga menggantikan bagi hasil PKB dan 
BBNKB dari provinsi ke Kabupaten Kota serta menjadi split langsung ke RKUD Provinsi dan 
RKUD Kabupaten Kota. Kebijakan ini tentu menyebabkan (a) kepastian penerimaan kabupaten 
kota atas bagiannya dari penerimaan PKB dan BBNKB; (b) kenaikan dan percepatan penerimaan 
Kabupaten Kota atas PKB dan BBNKB yang selama ini dalam bentuk bagi hasil dari provinsi 
secara periodik; (c) sinergi yang lebih kuat dalam penagihan PKB, BBNKB dan pengawasan 
mobilitas dan pengguna kendaraan bermotor antara Provinsi dan Kabupaten Kota (piutang 
PKB/BBNKB Provinsi akan menjadi piutang opsen bagi Kabupaten Kota; (d) memperbaiki postur 
APBD Provinsi dan Kabupaten Kota yang selama ini diterima dalam bentuk penerimaan bagi hasil, 
dengan opsen akan dicatat sebagai PAD; (e) memperkuat sumber penerimaan bagi 
Kabupaten/Kota. Kebijakan ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pemerintah namun juga 
bagi wajib pajak (masyarakat & pelaku usaha). Dampak terhadap wajib pajak dengan adanya PP 
35/2023 ini adalah simplifikasi pembayaran dan pelaporan pajak daerah, penyesuaian kewajiban 
pembukuan untuk omzet diatas 4,8 M serta rasionalisasi tarif sanksi administratif bunga dan 
imbalan bunga sesuai jenis pelanggaran. Penerapan opsen juga relatif tidak menambah beban 
maksimal WP, khususnya dalam beban administrasi sehinga diharapkan tax compliance akan 
meningkat. Dampak positif ini tentu harus juga di sosialisasikan secara massif kepada masyarakat 
dan pelaku usaha. 

Indikator keberhasilan implementasi kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan berdasarkan faktor sumber daya (resources) perlu menjadi catatan adalah 
aspek sumber daya khususnya kompetensi IT yang masih belum optimal. SDM ini diperlukan 
untuk optimalisasi system aplikasi pemungutan dan pengawasan seperti Aplikasi SIPAPAN, Pajak 
Online, Samsat Corner, Payment Point, E-Samsat dan Samsat Keliling. Aplikasi kesamsatan 
selama ini juga dinilai masih kurang optimal dengan adanya duplikasi kendaraan bermotor, 
database tidak tunggal menyebabkan penetapan tipe bisa berbeda di tiap Samsat, terjadi kesalahan 
dalam penginputan dan pemutakhiran data kendaraan bermotor, seperti nomor polisi, tipe 
kendaraan, atau data kepemilikan. Dalam aspek bureucratic structure perlu penyeragaman SOP 
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pembayaran pajak khsusnya di 4 SKPD terkait termasuk juga penyediaan channel-channel 
pembayaran baru khususnya didaerah agar proses pembayaran pajak bisa mudah dan praktis 
dilakukan oleh WP dengan seragam, mudah dan handal. Aspek komunikasi (communication) 
Bapenda dan instansi terkait juga perlu menekankan kepada WP adanya simplifikasi pembayaran 
dan pelaporan pajak daerah, penyesuaian kewajiban pembukuan serta rasionalisasi tarif sanksi 
administratif sehinga tax compliance akan meningkat dengan berbagai kanal komunikasi massa 
(media massa dan media sosial). Dalam aspek disposisi (disposition or attitudes) memerlukan 
komitmen kuat dari kepala daerah dan pimpinan instansi terkait dalam implementasi kebijakan 
PDRD, pengelolaan dan pemanfaatan data yang lebih baik, akuntabilitas dan transparansi yang 
terjaga serta adanya sinergi dan inovasi dalam optimalisasi kebijakan pemungutan PDRD.  

Komponen pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang terbesar menyumbang 
penerimaan daerah pada tahun 2022 adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 
sebesar Rp.2.075.709.073.000,00, kemudian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 
Rp.849.645.205.000,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 
Rp.578.698.721.000,00, Pajak Rokok sebesar Rp.308.036.904.000,00 dan yang terakhir Pajak Air 
Permukaan (PAP) sebesar Rp.9.109.772.000,00. Dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 maka 
penerimaan PKB untuk provinsi adalah 70,0% dan Kabupaten/kota 30,0%. Pada tahun 2024 
prakiraan penerimaan PKB adalah Rp.869.709.222.000,00 dan tahun 2028 naik menjadi 
Rp.1.250.918.568.000,00. Kemudian dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 2022 maka 
perbandingan antara penerimaan provinsi dengan penerimaan kabupaten kota rata-rata adalah 
menjadi 60,24% berbanding 39,76%. Maka penerimaan PKB Provinsi jika kebijakan dengan 
mempertahankan nilai bagian sama besarnya (tarif 1,5% saat UU Nomor 28 Tahun 2009) maka 
tarif pajak yang dikenakan adalah 1,05%. Hasil perhitungan pada tahun 2024 mencapai 
Rp.608.796.455.000,00 dan pada tahun 2028 mencapai Rp.875.642.998.000,00. Tetapi jika tarif 
yang dikenakan sebesar 1,20%, prakiraan penerimaan PKB pada tahun 2024 mencapai 
Rp.695.732.589.000,00 dan pada tahun 2028 mencapai Rp.1.000.684.818.000,00. Tetapi perlu 
diingat ini adalah penerimaan PKB bersih yang masuk pada PAD yang tidak dibagikan lagi kepada 
pemerintah kabupaten/kota. Keadaan ini terjadi karena adanya Opsen PKB sebesar 66% (enam 
puluh enam persen) untuk bagian kabupaten/kota.  

Dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 maka penerimaan BBNKB pada tahun 2024 nanti 
mencapai Rp.586.247.990.000,00 dan terus meningkat searah dengan meningkatnya pertumbuhan 
ekonomi daerah Kalimantan Selatan dan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor yang 
pada tahun 2028 nanti telah mencapai Rp.737.892.770.000,00. Dari nilai penerimaan BBNKB ini 
sebanyak 30% nya ditransfer ke kabupaten/kota. Kemudian Jika sudah dilaksanakannya UU No.1 
tahun 2022, maka penerimaan BBNKB akan ada perubahan. Penerimaan BBNKB provinsi jika 
kebijakan dengan mempertahan nilai bagian provinsi sama besarnya (dengan bagian saat UU 
Nomor 28 Tahun 2009), maka tingkat tarif yang dikenakan adalah 8,75% dari nilai NJKB nya. 
Prakiraan penerimaan BBNKB pada tahun 2024 mencapai Rp.410.373.593.000,00 dan pada tahun 
2028 mencapai Rp.516.524.939.000,00. Tetapi jika tarif dinaikkan misalnya menjadi 12,00%, 
prakiraan penerimaan BBNKB pada tahun 2024 mencapai Rp.562.786.345.000,00 dan pada tahun 
2028 mencapai Rp.708.362.301.000,00. Prakiraan penerimaan pada tahun 2024 perbandingan 
antara kedua Undang-Undang tersebut, yaitu UU nomor 28 tahun 2009 dan UU nomor 1 tahun 
2022, maka penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan 
kehilangan sekitar 11.60% pada tahun 2024, tetapi angka kehilangan ini akan semakin mengecil 
dan pada tahun 2028 hanya sebesar 9,50%. Prakiraan ini belum memasukkan hak Pemerintah 
Kalimantan Selatan pada penerimaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebesar 25% 
(dua puluh lima persen) dan data alat berat belum terlalu valid. Seandainya kedua jenis penerimaan 
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ini dilakukan dan dioptimalkan, maka nanti kemungkinan kehilangan pendapatan dari adanya 
Opsen PKB dan BBNKB yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota akan tertutupi. 

Rekomendasi Kebijakan Bidang Regulasi dan Kelembagaan yakni (1) Peningkatan kerja 
sama dan sinergi sumber daya antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kota 
dalam aspek pendataan dan pemungutan pajak (2) Raperda PDRD perlu memuat aturan terkait 
kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota agar 
mengalokasikan 1-2% pendapatan untuk biaya operasional dalam optimalisasi pemungutan Pajak 
daerah dan Retribusi Daerah; (3) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
harus ditetapkan secepatnya untuk menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
di Daerah guna menghindari potensial loss pendapatan pajak dan retribusi daerah. Peraturan 
Daerah tersebut harus disusun dengan bersifat umum sesuai amanat pasal 94 UU HKPD; (4) 
Peraturan Kepala Daerah kemudian harus disusun lebih terperinci menyesuaikan kebutuhan 
pemerintah daerah secara lebih lengkap sehingga diharapkan Perkada mengatur tata kelola pajak 
dan retribusi daerah secara lebih mendetail dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan 
pajak dan retribusi daerah. Termasuk juga penting penyusunan SOP dan Juknis terbaru sesuai 
dengan UU HKPD dan PP 35/2023 karena terdapat beberapa perubahan nomenklatur, tata kelola 
bahkan jenis layanan yang harus diatur lebih lanjut melalui SOP/Juknis agar pelaksanaan 
pengelolaan pajak dan retribusi daerah lebih efektif dan efisisen. 

Rekomendasi Kebijakan Sistem Pemungutan, Kapasitas SDM dan Integrasi Data yakni (1) 
Sinergi dan inovasi antar 4 instansi/SKPD terkait (Satlantas, Jasa Raharja, Bank Kalsel dan 
Bapenda) dalam penyeragaman SOP pembayaran pajak termasuk juga penyediaan channel-
channel pembayaran baru didaerah agar proses pembayaran pajak bisa mudah dan praktis 
dilakukan oleh WP sehingga penerimaan pajak menjadi semakin optimal; (2) Integrasi sistem 
PDRD yang terkoneksi dengan sistem-sistem layanan pemerintahan lainnya seperti layanan 
kependudukan dan layanan perizinan usaha sehingga juga memudahkan dan menyederhakan 
proses bisnis dan pembayaran pajak serta meningkatkan sistem pemantauan pajak; (3) Penguataan 
ketersediaan dan kompetensi SDM pemungutan dan pengawasan melalui rekruitmen, pelatihan dan 
sertifikasi dalam pengelolaan pendapatan daerah (pajak dan retribusi daerah) sehingga mampu 
menciptakan organisasi yang efektif, akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan kebijakan 
PDRD. Sehingga ke depan pengembangan sistem dan mekanisme secara mandiri dapat 
dilaksanakan tanpa tergantung pada pihak ketiga; (4). Memperbaiki kualitas data perpajakan 
termasuk melakukan pendataan secara berkala dan integrasi data perpajakan di daerah khususnya 
data terkait kendaraan bermotor yang telah berpindah tangan namun belum melakukan proses balik 
nama. Serta data PAP wajib pajak di sektor perkebunan, pertambangan, dan perikanan yang selama 
ini belum digali dengan baik serta melakukan optimalisasi pendataan serta pemungutan pada 
penerimaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB). Sehinga dengan jenis 
penerimaan ini dioptimalkan, maka kehilangan pendapatan dari adanya Opsen PKB dan BBNKB 
yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota akan tertutupi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

          Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah sebagai salah 

satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Sebagai 

bagian dari pendapatan asli daerah (PAD) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan 

pelayanan pembangunan, dalam tahun 2023 berupaya untuk melanjutkan upaya mengoptimalkan 

penerimaan Pajak Daerah. Melalui upaya menetapkan proyeksi potensi pajak daerah dan 

proyeksi target pajak daerah tahun 2023- 2028. Melalui diskresi dalam manajemen pajak 

kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor (PPBKB) dan pajak air permukaan (PAP). Optimalisasi penerimaan daerah 

yang berasal dari pajak daerah (PKB-BBNKB-PPPBKB-PAP) merupakan harapan dan sekaligus 

menjadi jalan keluar dari salah satu upaya penguatan keuangan daerah ke dalam struktur 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang baru ditetapkan pada 16 Juni 2023 dengan pertimbangan bahwa untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat 121, Pasal 86 ayat (3), Pasal 89, Pasal 95 ayat (3), Pasal 97 

ayat (5), Pasal 98 ayat (14), Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 

serta untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menyusun peraturan daerah 

dan peraturan kepala daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 

Tantangan penerimaan pajak selama ini cukup banyak dirasakan oleh pemerintah daerah 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS  
 

2.1 Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan publik dalam 

sebuah Negara. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan 

yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kekeliruan sering terjadi 

pada penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui 

implementasi saluran-saluran birokrasi. Lebih dari masalah masalah konflik, keputusan, dan siapa 

yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Karena itu seringkali dikatakan bahwa implementasi 

kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan termasuk 

kebijakan kesehatan. Namun pelaksanaannya, menuntut adanya syarat yang antara lain  adanya 

orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau sering disebut dengan sumber daya. 

Lebih lanjut Jones (1984) merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber 

daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuannya. Juga Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat 

menentukan dalam proses kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2008: 

146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam 

keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah 

pengambilan keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam 

rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh 

keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh instusi yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Jika mempertimbangkan posisi institusi untuk mencapai tujuan tersebut, Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen 

Rencana Strategis dibentuk dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan Struktur Organisasi 

Pemerintah Daerah (SOPD) yang baru dimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan adalah penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan Sekretariat Daerah 

dan Bidang Aset Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah (Renstra, Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021). 

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 
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Nomor 012 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Badan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat  dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan 

publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk 

pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara 

sistematis seperti berikut ini : 

Gambar 2.1. Proses Implementasi Kebijakan 

 
Sumber : Sunggono (2017: 39) 

Dari skema diatas terlihat bahwa proses implementasi dimulai dengan suatu kebijakan 

yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera atau 

disebut sebagai "policy performance”. Perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat 

dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai "policy outcome ” atau 

“policy impact”. Dengan sendirinya di dalam hasil akhir kebijakan termasuk juga hasil-hasil 

sampingan disamping “policy performance" yang diperoleh. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi uraian 

kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada akhirnya akan 

menerapkan implementasi kebijakan itu sendiri. 

2.1.1 Faktor yang Mempengaruhi dan Kendala Implementasi Kebijakan 

Para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut dapat ditarik benang merah bahwa faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: 

1. Isi atau konten kebijakan tersebut 

Kebijakan yang baik dari sisi konten setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 

jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok 

target , didukung oleh sumberdaya baik manusia maupun finansial baik.  
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2. Implementor dan kelompok target 

Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan dan 

kelompok target. Implementor harus mempunyai kapibalitas, kompetensi, komitmen dan 

konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan. 

Selain itu, kelompok target yang terdidik dan relative homogeny akan lebih mudah menerima 

sebuah kebijakan dari pada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, 

kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit 

keberhasilan implementasi kebijakan.  

Badan Pendapatan Daerah dalam konteks pelayanan daerah dan standar layanan nasional, 

berorientasi pelayanan melalui “Penyelenggaraan Sistem Administrasi manunggal Satu Atap 

Kendaraan Bermotor”. Menuju peningkatan kualitas pelayanan Kantor Bersama SAMSAT dalam 

Pelayanan pembayaran pajak daerah. Untuk pelayanan PKB, PBBKB dan BBNKB dilakukan di 

Kantor SAMSAT yang berada pada setiap UPPD di masing-masing Kabupaten, sedangkan untuk 

pelayanan pembayaran Pajak Air Permukaan dilakukan di Kantor UPPD, dan pelayanan 

pembayaran PBBKB dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimanta Selatan. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, pembayaran PKB dibantu oleh layanan unggulan 

seperti Samsat Corner, Mobil Samsat Keliling, SAMSAT Jemput Antar, dan layanan unggulan 

lainnya. Untuk pembayaran pajak air permukaan (PAP) dibantu dengan Aplikasi SIPAPAN. 

 

2.1.2 Model Implementasi Kebijakan 

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi 

yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. 

Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin 

operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan 

kebijakan. Berikut teori yang penulis ambil mengenai model implementasi, diantaranya sebagai 

berikut:
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A. Implementasi Kebijakan Model George Edward III 

George C. Edwards III (1980) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang 

dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi 

kebijakan. Menurut Edward III (Widodo, 2007) indikator-indikator yang mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan diantaranya yaitu faktor communication, 

resources, disposition or attitudes, dan bureucratic structure. Model dari George C Edward III 

dalam dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.2. 

Model Implementasi Edward III 

 
Sumber: Widodo, 2007. 

a. Faktor sumber daya (resource) 

 Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. George C. 

Edwards III (Widodo, 2011: 98) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas, akurat dan 

konsistensinya ketentuan dan aturan-aturan, jika para pelaksana kebijakan kurang mempunyai 

sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan 

tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat 

digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, mencakup: 

a. Sumber Daya Manusia (Human Resources); 

b. Anggaran (Budgettary); 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN ANALISA PROYEKSI POTENSI 
SERTA PROYEKSI TARGET PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA 
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), PAJAK BAHAN BAKAR 
KENDARAAN BERMOTOR (PPBKB), DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) 

TAHUN 2024 - 2028 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN 

A. Pedoman wawancara dengan informan kunci (Stakeholder Internal) 

Nama : 
 
Jabatan : 
 
Instansi : 
 
Hari, Tanggal : 
 
Waktu : 
 

1) Apakah anda mengetahui tentang Proyeksi Target (PKB), (BBNKB), (PPBKB), (PAP) 

Tahun 2024 - 2028 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan?  

……………………………………………………………………………………… 

2) Bagaimana Progress Persiapan dan Implementasi Kebijakannya di lapangan secara umum 

baik dari segi Internal maupun Eksternal BAPENDA?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

3) a) Apakah ada kebijakan, edaran atau peraturan tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 



yang telah baku dan terbaru dalam Proyeksi Potensi serta Target di Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) dan Stakeholder di lingkup Internal Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024-2028? 

• Ada, sebutkan dan jelaskan  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

• Tidak ada, alasannya. . . . . . . . 
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4) Apakah ada Kebijakan, Edaran dan Peraturan secara terperinci kepada Stakeholder di 
lingkup Eksternal BAPENDA seperti Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia 
(Gaikindo), Dealer, Asuransi Jasa Raharja dan Satlantas terkait Proyeksi PKB ini? 
Ada, sebutkan dan jelaskan  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 



5) Tidak ada, alasannya. . . . . . . . 
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………… 

6) a) Apakah ada kebijakan, edaran atau peraturan tentang Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) dalam Proyeksi Potensi serta Target di Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) di lingkup Internal di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2024-2028? 

Ada, sebutkan dan jelaskan  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Tidak ada, alasannya. . . . . . . . 
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

7) Apakah ada Kebijakan, Edaran dan Peraturan secara terpusat kepada Stakeholder di lingkup 



Eksternal Badan Pendapatan Daerah seperti UPPD, Bank BPD Kalsel atau Jasa Raharja 

terkait Proyeksi BBKNB ini? 

Ada, sebutkan dan jelaskan  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Tidak ada, alasannya. . . . . . . . 
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………… 

8) a) Apakah ada kebijakan, edaran atau peraturan tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor (PPBKB) dalam Proyeksi Potensi serta Target di Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) secara Internal di lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan  Selatan? 

Ada, sebutkan dan jelaskan  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 



 

Tidak ada, alasannya. . . . . . . . 
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………… 

9) Apakah ada Kebijakan, Edaran dan Peraturan secara terpusat kepada Stakeholder di lingkup 

Eksternal Badan Pendapatan Daerah seperti WAPU (swasta dan negeri), SPBU, dan Kuota 

BBM dari Pertamina terkait Proyeksi PPBKB tahun 2024-2028 ini? 

 
• Ada, sebutkan dan jelaskan  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

• Tidak ada, alasannya. . . . . . . . 
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

10) Apakah ada kebijakan, edaran atau peraturan tentang Pajak Air Permukaan seperti 

Pemanfaatan air laut, pemanfaatan embung, kolam dan penampung air hujan dalam Proyeksi 



Potensi serta Target di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Stakeholder di lingkup 

Internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan? 

Ada, sebutkan dan jelaskan  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Tidak ada, alasannya. . . . . . . . 
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………… 

 

11) Apakah ada Kebijakan, Edaran dan Peraturan secara terpusat kepada Stakeholder di lingkup 

Eksternal Badan Pendapatan Daerah seperti PDAM dan Pihak Swasta terkait Proyeksi 

PAP tahun 2024-2028 ini? 

Ada, sebutkan dan jelaskan  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 



Tidak ada, alasannya. . . . . . . . 
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

12) Apakah kebijakan yang telah dipilih oleh BAPENDA dalam pelaksanaan Implementasi 

kebijakan sudah berhasil dilaksanakan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan? Apakah sudah ada SOP nya? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

13) Bagaimana Pemahaman para Pimpinan (Kepala Dinas/Sekretaris/Kelompok 

Jafung/Kasubag) terhadap pelaksanaan Proyeksi Potensi serta Target dalam Proyeksi 

Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB), Dan Pajak Air Permukaan 

(PAP) tahun 2024 – 2028? Apa saja faktor pendukungnya? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
14) Bagaimana Pemahaman para Kepala Sub Bagian dan Bidang (Kasubag/Kabid/Kasubid) 

terhadap pelaksanaan Proyeksi Potensi serta Target dalam Proyeksi Target Pajak 



Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB), Dan Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2024 

– 2028? Apa saja faktor pendukungnya? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 

15) Bagaimana Pemahaman Stakeholder Internal dan Eksternal dalam Kebijakan terkait 

potensi dan target tersebut kedepan? Apa saja landasan dasar hukum dan kebijakan yang 

berlaku baik tingkat daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Tingkat Nasional? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
16) Apa ada kendala atau penghambat dalam Proyeksi Potensi serta Target dalam Proyeksi 

Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB), Dan Pajak Air Permukaan 

(PAP) tahun 2024 - 2028? 

Ada, sebutkan  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 



 

Tidak ada, alasannya. . . . . . . . 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
17) Bagaimana pendapat anda terkait penyesuaian dan amanat baru di tahun 2024-2028 terkait 

Perda No 5 Tahun 2011 dengan Tarif Opsin (UU No 1 Tahun 2022)? Apakah sudah ada 

rancangan seperti misalnya Market Share atau Prototype nya?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
18) Bagaimana Implementasi Kebijakan terkait Proyeksi Pemerataan, Penerimaan dan 

Penyesuaian Pajak di tingkat Internal Dinas dan Eksternal (Legislatif, Dewan, Swasta)? 

Apakah masih ada kendala atau penyesuaian?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

19) Apa Harapan anda dalam Proyeksi Potensi serta Target dalam Proyeksi Target Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB), Dan Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2024 

- 2028? 

……………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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